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 ABSTRAK 
 
Penerapan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Sismiop) Sebagai 
Sarana Peningkatan Pelayanan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kota Makassar 
 
Application of SISMIOP for improving services and income PBB in 
Makassar City 
Pratiwi Novianti 
Yulianus Sampe 
Natsir Kadir 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SISMIOP di 
Makassar dan apakah penerapan SISMIOP dapat meningkatkan pelayanan dan 
penerimaan. Data penelitian ini diambil dari observasi, wawancara langsung 
dengan pegawai Dispenda yang menangani PBB dan perolehan data melalui 
dokumen/berkas. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan 
adalah untuk dapat memaksimalkan sistem ini perlu didukung dengan peralatan 
yang baik dan tenaga kerja yang terdidik sehingga penyelesaian keberatan, 
pengurangan, dan balik nama dapat diselesaikan lebih cepat. Selain itu dengan 
adanya SISMIOP ini juga penerimaan PBB setiap tahun terus meningkat 
disebabkan karena tingkat pelayanan yang baik dengan kegiatan penagihan 
yang secara terus menerus.  
 
Kata kunci:  pajak,  pelayanan, penerimaan 
 
ABSTRACT 
This research aims to determine how the application SISMIOP in Makassar and 
whether the application of SISMIOP can improve service and income. The data of 
this study were taken from observations, interviews with PBB officials who handle 
income and acquisition of data through document / file. The results that can be 
obtained from the research is to be able to maximize the system needs to be 
supported with good equipment and an educated labor force that objection 
resolution, reduction, and behind the name can be resolved more quickly. In 
addition to the PBB SISMIOP also revenue each year continues to increase due 
to the level of good service with billing activities continuously. 
  
Keywords: tax, service, income 
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BAB I  
 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang 
obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang 
memiliki,menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. 
Berdasarkan hal tersebut jumlah obyek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan 
tersebar di seluruh wilayah. 
Pajak bumi dan bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 yo.UU no.12 
tahun 1994 adalah pajak Negara yang wewenang penagihannya diserahkan 
kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota. 
Walikota/bupati menunjuk aparatnya untuk melaksanakan penagihan (kolektor) 
PBB yaitu lurah atau kepala desa. Namun, Lurah/kepala desa serta aparat yang 
ditunjuk (kolektor) mempunyai kemampuan dan mental yang beragam, sehingga 
sering terjadi penyimpangan antara lain pengendapan pajak atau keterlambatan 
pemberian pelayanan yang merugikan wajib pajak dan pemerintah. 
Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan 
dirjen pajak menciptakan suatu sistem yang terpadu untuk memberi pelayanan 
yang baik dan meningkatkan penerimaan yang disebut SISMIOP (Sistem 
Manajemen Informasi Obyek Pajak).Sistem ini merupakan perpaduan antara 
pendataan PBB, penetapan PBB, penagihan dan penerimaan PBB yang dikelola 
secara komputerisasi, dengan SISMIOP dimaksudkan untuk menciptakan suatu 
basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas 
administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih 
seragam, sederhana, cepat, dan efisien. 
Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan PBB sejak 4 Januari 2013 resmi 
dialihkan ke Dispenda melalui Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) yang 
dikhususkan untuk PBB. Sebagai turunan dari UU No.28, melalui Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka 
peralihan penerimaan PBB yang sebelumnya dikelola pusat melalui Kantor Pajak 
Pratama (KPP) Makassar Barat sepenuhnya menjadi kewenangan Dispenda 
Makassar. Walaupun demikian, semua pengelolaan PBB tetap mengacu pada 
SISMIOP yang diciptakan oleh Dirjen Pajak, dengan beralihnya PBB perkotaan 
menjadi pajak daerah tidak mempengaruhi sistem yang selama ini dilaksanakan 
karena DJP menyerahkan sistem tersebut (perangkat lunak) ke pemerintah Kota 
Makassar untuk diterapkan. 
Sekalipun PBB adalah pajak Negara yang diatur oleh UU 12/1985 yo.UU 
12/1994, namun wewenang pemungutannya diserahkan ke walikota Makassar 
dan hasilnya sebagian besar masuk ke Kas Daerah kota Makassar. Karena 
diberlakukannya UU no 28/2009, maka PBB kota Makassar dikelola secara 
penuh oleh pemerintah daerah kota Makassar dan seluruh penerimaannya 
masuk ke kas daerah sebagai pajak daerah. 
  Penerapan SISMIOP di kota Makassar diharapkan penerimaan PBB akan 
meningkat dan tingkat pelayanan menjadi lebih baik. 
 
 
Hal inilah yang mendorong saya mengadakan penelitian dan memilih judul: 
“PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK PAJAK 
(SISMIOP) SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PELAYANAN DAN 
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Di KOTA MAKASSAR” 
Penelitian dan pengambilan data akan dilakukan di Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar.    
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Dari uraian di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan SISMIOP di kota Makassar 
2. Apakah penerapan SISMIOP di kota Makassar dapat meningkatkan 
pelayanan dan penerimaan PBB 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Untuk mengetahui penerapan SISMIOP di kota Makassar. 
 
1.4 Kegunaan penelitian 
1.4.1 kegunaan teoritis 
       Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai acuan keilmuan 
untuk kepentinga penelitian dengan masalah yang sama atau terkait dimasa 
mendatang 
 
  
1.4.2 Kegunaan praktis 
       Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah : 
1. bagi peneliti dapat memberikan tambahan ilmu terkait dengan masalah 
pajak terutama pajak bumi dan bangunan di Makassar 
2. bagi staf dan tenaga kerja di Dispenda kota Makassar bagian PBB dapat 
meningkatkan kinerja agar dapat terus memberikan pelayanan maksimal 
kepada masyarakat. 
3. bagi pembacan dapat memberikan tambahan wawasan terkait penelitian 
yang dilakukan.      
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan    
masalah,  tujuan  penelitian. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang pajak (fungsi, jenis dan asas 
pemungutan pajak),pengertian system dan manajemen, PBB, 
SISMIOP 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab III berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, metode 
pengumpulan data, jenis dan sumber data dan analisis data 
 BAB IV : HASIL PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan  
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.  Pajak 
2.1.1.  Pengertian Pajak Secara Umum 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara 
langsung 
 2.1.2   Pengertian Pajak Menurut Para Ahli 
    Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain: 
a.   Soemitro (2003:5) 
Pajak adalah iuran kepada Negara atau daerah berdasarkan UU (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
               b.Andriani dalam buku waluyo (2009:2) 
pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung bias ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan 
 
. 
     c.Smeets (dalam waluyo,2008), mengatakan : 
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma 
umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 
ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah. 
Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 
melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta dapat dipaksakan. 
b. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
c. Dalan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 
apabila dari selisih pemasukan dan pengeluarannya masih terdapat 
surplus, dipergunakan untuk membiayai Public investmen. 
 
2.1.3 Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 
dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut waluyo (2008) dalam bukunya yang 
berjudul “Perpajakan Indonesia” yaitu : 
a. Fungsi penerimaan (budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah agar pemerintah dapat menjalankan tugas-
tugas rutin dalam melaksanakan negara. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak 
dalan APBN sebagai penerimaan Negara. 
b. Fungsi mengatur (regular) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 
tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah. 
 
2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak 
Asas – asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam 
Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of 
Nation (dalam, Waluyo, 2008), menyatakan bahwa pemungutan pajak 
hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut : 
a.   Equality 
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 
dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan 
kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan 
manfaat yang diterima. 
b. Certainty 
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh 
karena itu, wajib pajak harus mengetahui  secara jelas dan pasti 
besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta waktu 
pembayaran, Dalam asas ini keberadaan undang-undang tertulis 
sangatlah penting. 
 
c. Convenience of Payment. 
Waktu pembayaran pajak yang tepat dalam asas ini menjadi hal 
yang utama, sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan 
pada saat wajib pajak telah penerima penghasilan dan telah 
memenuhi syarat obyektifnya. 
d. Efficiency. 
Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kewajiban pajak tidak 
boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut, dalam asas ini 
memperhatikan kondisi subyek dan obyek pajaknya. 
 
2.1.5 Jenis Pajak 
Menurut Waluyo (2008), pajak dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok, 
yaitu: 
a. Menurut penggolongannya 
1. Pajak langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 
langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pengenaan pajak 
langsung ini dilakukan secara priodik dan berulang- ulang 
kepada setiap wajib pajak. Contoh :Pajak penghasilan 
2. Pajak tidak langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yangpembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak Langsung mempunyai ciri 
sebagai berikut: 
 
a) Dalam pengertian administratif : 
 Harus dibayar langsung oleh wajib pajak 
 Dibayar secara priodik oleh wajib pajak 
 
b) Dalam pengertian ekonomi : 
 Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak 
ketiga (harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.) 
 Tidak dapat menaikkan harga. 
b. Menurut sifatnya 
1. Pajak Subyektif 
Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam 
arti memperhatikan keadaan dari wajib pajk. Contoh :pajak 
penghasilan yang berdasarkan jumlah penghasilan yang 
diterima. 
2. Pajak obyektif 
Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 
Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 
Barang Mewah. 
c. Menurut lembaganya 
1. Pajak pusat 
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.    
Contoh :pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Pajak daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu 
pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. 
 2.2  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
2.2.1  Dasar Hukum dan Pengertian 
a. UU no 12/1985 yo UU no 12/1994 
Dalam undang-undang ini, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak 
pusat yang penerimaannya dibagihasilkan dengan pemerintah daerah dan 
wewenangpenagihannya diserahkan kepada Pemda kabupaten/kota. Kebijakan 
lain ada pada Dirjen Pajak Departemen keuangan. 
b. UU no 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. 
Dalam UU ini PBB sektor perkotaan dan pedesaan telah dialihkan menjadi 
pajak daerah selambat-lambatnya tanun 2014, untuk daerah yang telah siap 
dapat melaksanakan sebelum tahun 2014 termasuk Kota Makassar. Namun 
sistem pengelolaannya  tetap mengacu pada sistem yang telah dilaksanakan 
oleh Dirjen Pajak Departemen keuangan yaitu SISMIOP 
2.2.2   Obyek dan Subyek PBB 
                 Obyek Pajak Bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, dengan 
demikian obyek PBB adalah : 
Bumi   : yang dimaksud dengan Bumi disini adalah permukaan         
bumi dan tubuh bumi. Permukaan bumi meliputi tanah dan 
perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. 
Bangunan   :Konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan termasuk didalamnya 
adalah jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar 
mewah, taman mewah, tempat olah raga, dermaga, kilang 
pipa dan lain lain. 
 
Tidak semua Obyek PBB dikenakan PBB, beberapa diantaranya: 
a. Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dibidang 
ibadah, sosial, kesehatan dan kebudayaan nasional. 
b.  Kuburan, peninggalan purbakala. 
c. Hutan lindung, Suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaann      
desa. 
d.     Badan/organisasi internasional. 
e. Perwakilan diplomatik/konsulat berdasarkan azas timbal balik, artinya   
jika dinegaranya juga tidak mengenakan pajak dan bangunan 
terhadap konsulat kita maka akan diberlakukan hal yang sama di 
Indonesia. 
 
Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 
hak atas bumi  dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 
menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.Subjek pajak yang 
dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi waib pajak. 
 
 
 
 
 
 
2.2.3  Dasar pengenaan pajak  
Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP), 
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga objek yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru atau NJOP pengganti. 
Besarnya NJOP ditentukan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 
mempertimbangkan pendapat gubernur/walikota/bupati (pemerintah daerah 
setempat). 
Untuk mempermudah perhitungan PBB maka  nilai jual obyek pajak 
dikelompokkan dalam klasifikasi nilai jual obyek pajak. 
 Klasifikasi dapat dilihat pada lampiran I (klasifikasi nilai jual objek pajak bumi 
untuk sektor pedesaan dan perkotaan) dan lampiran II (klasifikasi objek pajak 
bangunan untuk sector pedesaan dan perkotaan). 
 
2.2.4  Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak. 
Nilai jual Obyek Pajak Tidak kena Pajak ( NJOPTKP ) ditetapkan dengan  
Keputusan Menteri Keuangan . 
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI no 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 
2000 menetapkan NJOPTKP setinggi-tingginya 12juta per wajib pajak dan 
ditentukan secara regional, maksudnya setiap daerah bisa berbeda-beda tetapi 
tidak bisa melebihi 12 juta. 
 
 
 
2.2.5  Tarif dan Dasar Perhitungan PBB  
UU no 12/1994, pasal 5 menyebutkan bahwa tarif PBB adalah 0,5% Dasar 
penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). 
 NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% 
dari NJOP.NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2002 tentang besarnya prosentase NJKP 
pada PBB adalah: 
1. OP dengan nilai 1 milyar/ lebih= 40% dari NJOP 
2. OP Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan 40 %dari NJOP 
3. OP lainnya NJKP 20 % dari NJOP 
Contoh menghitung PBB :  PBB = Tarif x NJKP x(NJOP-NJOPTKP) 
Jika NJOP = Rp 100 juta, NJKP = 20 % , NJOPTKP Rp.12 juta. 
PBB adalah 0,5 % x 20 % x(100.000.000- 12,000.000)=Rp.88.000 
 
2.2.6  Tahun pajak, saat dan tempat menentukan pajak terhutang. 
Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin. Saat menentukan pajak 
terhutang adalah pada satu januari. Maksudnya bila ada bangunan yang 
dibangun setelah satu Januari maka pengenaan PBB-nya nanti pada tahun 
berikutnya. Tempat pajak terutang adalah kabupaten /kota yang meliputi letak 
objek pajak, bukan alamat wajib pajak. 
 
2.2.7 Pembagian Penerimaan PBB 
a. UU no12/1985 yo UU no 12/1994 tentang PBB 
Menurut undang-undang ini PBB adalah pajak pusat yang dibagihasilkan kepada 
pemerintah daerah, pembagiannya sebagai berikut: 
a) Untuk pemerintah pusat 10% dari penerimaan,  
b) untuk biaya pemungutan 9% dari penerimaan, 
c) untuk Pemda tingkat I 16,2%, 
d) untuk daerah Pemda tingkat II kabupaten/kota 64,8% 
 b.UU No 28/2009  tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
        Menurut undang-undang ini PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang 
selama ini dikelola oleh pemerintah pusat menjadi pajak daerah dan dikelola 
sepenuhnya oleh pemerintah daerah kabupaten/kota selambat-lambatnya tahun 
2014. Bagi daerah sudah siap untuk mengambil alih pelaksanaan PBB tersebut 
dapat melaksanakan PBB sebelum tahun 2014. Kota Makassar dan Kabupaten 
Gowa mulai tahun 2013telah mengambil alih pengelolaan PBB Pedesaan dan 
Perkotaan.  Dengan demikian sebagai pajak daerah semua penerimaannya 
masuk pada kas daerah/kota. 
Bagi daerah yang belum siap, pembagiannya tetap mengacu pada UU No 
12/1985 yo UU No12/1994 
 
2.2.8  Proses Pengenaan PBB 
       Sebelum dijelaskan tentang proses pengenaan PBB,terlebih dahulu 
disampaikan bahwa sektor - sektor PBB meliputi sector Perkotaan, Pedesaan, 
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.Namun pembahasan kami hanya 
sector Perkotaan karena Kota Makassar hanya ada sector perkotaan 
Secara garis besar proses pengenaan PBB adalah sebagai berikut: 
 
a. Pendataan dan Pendaftaran 
 Pendaftaran objek dan subjek pajak: 
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan 
cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, 
benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan dikembalikan ke 
kantor pelayanan PBB atau Pelayanan Pajak Pratama yang 
bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan 
dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti 
pendukung seperti: 
o Sketsa/denah obyek pajak 
o Fotokopi KTP dan NPWP 
o Fotokopi sertifikat tanah 
o Fotokopi akta jual beli 
Contoh SPOP dapat dilihat pada lampiran 3. 
b. Pendataan objek dan subjek PBB. 
Pendataan dilaksanakan oleh petugas pajak  dengan 
menggunakan Formulir SPOP dan dilakukan sekurang-
kurangnya untuk satu wilayah administrasidesa/kelurahan. 
Pendataan dapat dilakukan dengan cara: 
 
 
 
 
                                a) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. 
             
 
                            b)Identifikasi obyek pajak. 
c) Verifikasi objek pajak. 
 c. Pengukuran bidang Obyek Pajak 
Pengukuran bidang obyek pajak dapat dilakukan pada 
daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta 
desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto, tetapi belum 
dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. 
1) Penilaian. 
Petugas pajak menentukan klasifikasi obyek pajak 
Yang dimaksud dengan klasifikasi obyek pajak adalah klasifikasi 
bumi dan bangunan dengan mengelompokkan bumi dan 
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman 
serta memudahkan penghitungan pajak terhutang. 
Faktor yang menentukan klasifikasi: 
 Bumi . 
1. Letak 
2. Peruntukan/pemamfaatan 
3. Kondisi lingkungan 
 Bangunan  
1. Bahan yang digunakan 
2. Rekayasa 
3. Letak/kondisi lingkungan 
 
2) Penetapan 
Berdasarkan data dan klasifikasi PBB Maka fiskus menerbitkan 
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebagai alat wajib 
pajak membayar pajak. SPPT tersebut disampaikan kepada 
Wajib pajak (WP), dan WP harus membayar selambat-lambatnya 
sebelum jatuh tempo yaitu 6 bulan setelah diterimanya SPPT 
3) Penagihan 
Dalam UU no 12/1994 pasal 11,  bahwa jatuh tempo 
pembayaran PBB adalah 6 bulan setelah diterimanya SPPT. 
 Jatuh tempo adalah batas akhir pembayaran tidak kena denda. 
Apabila PBB dibayar setelah jatuh tempo maka dikenakan denda 
2% setiap bulan. 
 Wajib pajak yang belum membayar pajak setelah diberikan 
Surat Teguran dapat dapat diterbitkan surat tagihan pajak, surat 
paksa dan penyitaan obyek pajak. Penerbitan surat paksa, 
penyitaan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur 
oleh Undang undang.. 
Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak 
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum 
dilunasi.dengan prosedur   sebagai berikut : 
a. Pemberian surat teguran. Utang pajak yang tidak 
dilunasi setelah lewat 7(tujuh) hari dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran akan diterbitkan surat teguran. 
b. Pemberian surat paksa. Utang pajak setelah lewat 
21(dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran tidak 
dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh 
jurus sita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak. 
c. Pemberian surat sita. Utang pajak dalamjangka waktu 
2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh juru 
sita pajak tidak dilunasi, juru sita pajak dapat melakukan 
tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya penyitaan 
sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). 
d. Lelang. Dalam jangka waku paling singkat 14 (empat 
belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak 
belum juga dilunasi maka, akan dilanjutkan dengan 
pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan 
secara lelang melalui kantor lelang Negara terhadap 
barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 
(empat belas) hari setelah pengumuman lelang. 
4) Penyetoran PBB 
Sesuai dengan asas perpajakan nasional azas self assessment 
yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya 
namun demikian khusus pajak Bumi dan Bangunan Azas self 
assessment tidak berlaku penuh, karena masih perlu diterbitkan 
SPPT oleh instansi (office assessment) . 
Pembayaran PBB selama ini masih melalui beberapa cara : 
                     1.Langsung menyetor ke tempat pembayaran 
                     2.Melalui kolektor, kemudian kolektor menyetor ke bank 
                    3, Melalui ATM. 
Namun demikian, untuk wilayah perkotaan utamanya obyek pajak besar 
dianjurkan agar tidak melalui kolektor,tetapi langsung ke Tempat Pembayaran 
yang telah di tentukan. Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang 
melakukan pembayaran kepada kolektor karena tidak mau repot, utamanya 
Obyek pajak kecil- kecil 
 
2.3 Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) 
Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang apa itu SISMIOP ada baiknya 
jika kita mengetahui pengertian tiap-tiap kata dari SISMIOP itu sendiri. 
 
2.3.1 Pengertian  
a. Sistem 
Sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem 
yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. 
Menurut West Churchman, sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai 
serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Bila suatu system tidak 
mempunyai sasaran, maka operasi system tidak akan ada gunanya.  Sistem 
dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran dan tujuannya. 
 
b. Manajemen 
 
Menurut George R, Terry (1994), “manajemen adalah pencapaian tujuan 
yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan sumber-sumber yang 
tersedia”.. Terry menggunakan istilah The six M’S dalam manajemen keenamnya 
adalah Man, Money, Material, Mechine, Market dan Method. 
Menurut Henry Fayol (1949) disebutkan ada lima fungsi manajemen, yaitu 
merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi dan mengendalikan.  
Menurut Ordway Tead  mengumukakan bahwa “manajemen adalah Proses 
dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah 
penyelenggaraan tugas suatu organisasi didalam mewujudkan tujuan yang telah 
ditetapkan”.. 
c. Informasi 
Pengertian Informasi Menurut Raymond Mc.leod: 
 “  Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti 
bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat  ini atau 
mendatang” 
 
Pengertian Informasi Menurut Jogiyanto HM. 
 “Informasi dapat didefinisikansebagai hasil dari pengolahan data dalam 
suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 
menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) yang nyata (fact) yang 
digunakan untuk pengambilan keputusan” 
 
Pengertian Informasi Menurut George H. Bodnar, (2000: 1), “Informasi 
adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil 
keputusan yang tepat”. 
Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah 
data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan 
tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam 
kedalam berbagai bentuk media sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan 
pengambilan keputusan yang tepat. 
 
Pekerjaan informasi adalah pekerjaan yang meliputi pengumpulan data, 
penyebaran data dengan meneruskannya ke unit lain, atau langsung diolah 
menjadi informasi, kemudian informasi tersebut diteruskan ke unit lain. Pada unit 
kerja yang baru, informasi tadi dapat langsung digunakan atau dapat juga 
digunakan atau dapat juga dianggap sebagai data baru untuk diolah kembali 
menjadi informasi sesuai keperluan unit yang bersangkutan 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 
SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah institusi data obyek 
dan subyek PBB dengan bantuan computer dimulai dari pengumpulan data, 
pemberian nomor idetitas obyek pajak (NOP) perekaman data, pemeliharaan 
basis data, pencetakan hasil keluaran, pemantauan penerimaan, pelaksanaan 
penagihan dan pelayanan . 
Sebelum dilaksanakan SISMIOP, pada waktu itu pengelolaan PBB 
dilaksanakan oleh seksi-seksi masing-masing dan berdiri sendiri, yaitu: 
d. Seksi penetapan 
e. Seksi pendataan 
f. Seksi penilaian 
g. Seksi penerimaan 
h. Seksi penagihan 
Masing masing seksi mempunyai program sendiri-sendiri. 
 Beberapa istilah yang perlu diketahui: 
1. Basis data :kumpulan informasi subyek PBB serta data pendukung lainnya, 
dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan 
dalam media penyimpanan data. 
2. Blok : zone geografis yang terdiri dari sekelompok obyek yang dibatasi oleh 
dan atau buatan manusia yang bersifat permanen untuk kepentingan 
pengenaan PBB dalam suatu administrasi pemerintahan desa/kelurahan.  
3. DBKB( daftar biaya komponen bangunan) yaitu daftar yang dibuat untuk 
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya. 
4. DHKP (daftar himpunan ketetapan PBB) yang memuat data nama wajib 
pajak, letak obyek pajak, NOP, besar serta pembayaran pejak yang 
terhutang dibuat per desa/ kelurahan. 
5. Data harga jual : data/informasi mengenai jual beli tanah dan atau bangunan 
yang didapat dari sumber pasar atau sumber lainnya seperti camat/PPAT, 
Iklan 
6. NOP (nomor objek pajak) : nilai identifikasi obyek pajak yan mempunyai 
karakteristik unik, permanen 
7. NIR (nilai indikasi rata-rata) : nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 
tanah dalam satu zona nilai tanah. 
8. Peta blok : peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas 
sekelompok obyek pajak yang dibatasi batu alam dan /atau batu buatan 
manusia, seperti jalan, selokan. Contoh Peta Blok pada wilayah Jakarta 
dapat dilihat pada lampiran 4. 
9. Zona nilai tanah : zona geografis yang terdiri atas sekelompok obyek pajak 
yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas 
penguasaan/ pemelikan obyek pajak dalam satuan wilayah administrasi 
pemerintahan desa/ kelurahan. Contoh ZNT pada wilayah Jakarta dapat 
dilihat pada lampiran 5. 
2.3.2 Unsur-unsur pokok SISMIOP 
       SISMIOP terdiri dari lima unsur : 
1. NOP (nomor obyek pajak) 
a. Spesifikasi NOP 
Penomoran obyek pajak merupakan salah satu satu elemen kunci 
dalam pelaksanaan pemungutan PBB. 
Spesifikasi NOP Dirancang sebagai berikut : 
a) Unik, artinya satu obyek PBB memperoleh satu NOP 
yang berbeda dengan obyek PBB lainnya. 
b) Tetap : NOP yang diberikan tidak berubah dalam jangka 
waktu yang relative lama. 
c) Standar : artinya hanya ada satu sistem pemberian 
NOP. 
b. Maksud dan tujuan pemberian NOP. 
a) Untuk menciptakan identitas yang standar bagi semua objek 
pajak. 
b) Untuk menertibkan administrasi objek PBB dan 
menyederhanakan administrasi pembukuan sesuai dengan 
keperluan pelaksana PBB. 
c) Untuk membentuk file induk (materi file) yang terdiri atas 
beberapa file yang saling berkaitan melalui NOP. 
c. Manfaat penggunaan NOP 
a) Mempermudah mengetahui lokasi/letak obyek pajak. 
b) Mempermudah untuk mengadakan pemantauan. 
c) Sebagai sarana untuk mengintegrasikan data. 
d) Mengurangi kemungkinan adanya ketetapan ganda. 
e) Memudahkan penyampaian SPPT 
f) Menjadi identitas untuk setiap obyek pajak. 
d. Tata cara pemberian NOP, merupakan pekerjaan teknis dari petugas 
PBB yang tidak akan dijelaskan dalam pembahasan ini namun dengan 
NOP, petugas dapat mengetahui letak obyek pajak antara lain provinsi, 
kabupaten/kota, kelurahan dan blok. NOP banyak memberikan 
informasi tentang obyek pajak. 
2. Blok 
Blok ditetapkan menjadi satu area pengelompokan bidang tanah terkecil, 
untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi obyek pajak yang unik dan permanen. 
Syarat utama system identifikasi obyek pajak adalah stabilitas. 
Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi obyek pajak, untuk 
menjaga ke stabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu 
karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Batas-batas 
blok tidak  diperkenankan melampaui batas desa/kelurahan. Suatu blok 
dirancang untuk menampung kurang lebih 200 obyek pajak. Contoh peta Blok 
pada wilayah Makassar dapat dilihat pada lampiran 8 
 
3. Zona Nilai Tanah (ZNT) 
ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok obyek pajak yang 
mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/ 
pemilikan obyek  pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan tanpa terikat pada peta. Blok informasi yang berkaitan dengan 
letak geografis diwujudkan dalam bentuk peta atau sketsa dan peta ZNT diberi 
kode. Contoh peta ZNT pada wilayah Makassar dapat dilihat pada lampiran 7. 
4. Daftar Biaya Komponen Bangunan 
Seperti kita ketahui obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Nilai jual obyek 
pajak bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bengunan 
tersebut, dikurangi dengan penyusutan. Untuk mempermudah perhitungan nilai 
jual obyek pajak bangunan, maka disusun daftar biaya komponen bangunan 
(DBKB). DBKB terdiri atas tiga komponen yaitu komponen utama, material dan 
fasilitas.  
DBKB berlaku untuk setiap daerah kabupaten/kota yang dapat disesuaikan 
dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku. 
Penyusunan DBKB merupakan pekerjaan sangat tehnis oleh petugas 
Fungsional PBB, sehingga tidak kami jelaskan lebih banyak. 
 
5. Program Komputer 
SISMIOP sebagai pedoman administrasi PBB yang diaplikasikan 
dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak  , merupakan system administrasi yang 
mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMIOP diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja system perpajakan utamanya PBB  Untuk 
menunjang kebutuhan akan system perpajakan diatas, maka SISMIOP 
memasukkan program computer sebagai salah satu unsur pokok.  
Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat 
mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang tersimpan dalam format 
digital. System SISMIOP dibangunan dengan perangkat lunak oracle 
Basis data oracle tersebut selanjutnya dinamakan I- SISMIOP. Nama 
tersebut mempunyai dua pengertian yaitu : 
a) Integrated : mempunyai pengertian bahwa system tersebut 
mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di SISMIOP 
dengan menggunakan basis data. 
b) Internet ready : bahwa system tersebut mempunyai 
kemampuan interkoneksi dengan system yang lain dengan 
memanfaatkan teknologi internet, hal ini dimungkinkan dengan 
menggunakan perangkat lunak yang digunakan secara luas 
dikalangan pengguna teknologi informasi. 
 
2.3.3  Tahapan Pelaksanaan SISMIOP 
 
1. Pembentukan basis data 
Pembentukan basis data dapat dilaksanakan dengan cara : 
a. Pendaftaran 
 pendaftaran obyek PBB adalah pendaftaran yang dilakukan oleh 
subyek pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan 
SPOP ke kantor-kantor DJP,atau ke Pemda tingkat II. Pengisian SPOP 
dalam rangka pendaftaran harus diisi dengan benar, lengkap 
sertadenah obyek pajak. 
 Contoh formulir SPOP (Lampiran 3). 
b. Pendataan 
Pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh kantor 
Pajak/, kantor Pemda. Pendataan dilakukan dengan menggunakan 
formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnnya untuk satu wilayah 
administrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat berupa: 
a) Pendataan dengan penyampaian dan pematauan SPOP. 
Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaksanakan pada 
daerah yang pada umumnya belum /tidak mempunyai peta, 
merupakan daerah terpencil atau mempunyai potensi PBB relatif 
kecil. 
b) Pendataan dengan identifikasi obyek pajak petugas lapangan 
mengadakan identifikasi obyek pajak.Altenatif ini dapat dilakukan 
pada daerah/ wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta 
foto yang dapat menentukan posisi relatif OP, tetapi tidak 
mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara 
lengkap 
c) Pendataan dengan verifikasi obyek pajak.Alternatif ini dapat 
dilakukan jika sudah memiliki peta garis yang dapat menentukan 
posisi OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun 
terakhir. 
d) Pendataan dengan mengadakan pengukuran bidang obyek 
pajak. Altenatif ini hanya dapat diakukan oleh daerah yang hanya 
mempunyai skets peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta 
foto tetapi belum dapat menentukan posisi relative obyek pajak.  
       Hasil keluaran dari pendataan adalah peta blok, peta desa/kelurahan, peta   
ZNT, Daftar Hasil Rekaman (DHR) yang telah divalidasi. 
c. Penilaian  
Penilaian bertujuan untuk menetapkan klasifikasi objek pajak dengan 
menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 
Pendekatan penilaian adalah : 
a) Pendekatan data pasar  
Pendekatan ini membandingkan objek pajak yang akan dinilai 
dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah 
diketahui dengan melakukan penyesuaian yang pandang  perlu. 
Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapan 
pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa 
yang wajar.pendekatan data pasar terutama untuk penentuan 
NJOP bumi.  
b) Pendekatan biaya 
Pendekatan ini digunakan untuk penilaian bangunan, dengan 
cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
membuat bangunan baru. Obyek yang dinilai dikurangi dengan 
penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung 
biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas 
lainnya. 
c) Pendekatan kapitalisasi pendapatan 
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung pendapatan 
objek pajak yang dimiliki dikurangi dengan biaya-biaya operasi 
atau hak pengusaha. Penilaian ini dilaksanakan untuk objek 
pajak komersil yang dibangun untuk usaha/mengsilkan 
pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran, 
perkebunan, perikanan dan peternakan. Pendekatan 
kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung 
atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan 
dalam satu tahun dari obyek pajak yang dinilai dikurangi 
dengan biaya operasi dan/atau hak pengusaha. 
Pelaksanaan penilaian 
a. Penilaian massal : 
a) Penilaian tanah : 
 Membuat konsep peta ZNT dan penentuan NIR, 
dengan cara pengumpulan data harga jual. 
 Menentukan nilai pasar per meter persegi 
 Membuat batas-batas ZNT 
 Penentuan data NIR 
 Penentuan peta ZNT 
b) Penilaian bangunan 
Penilaian bangunan dengan cara biaya pembuatan 
bangunan baru setelah dikurangi penyusutan. Untuk 
itu pada pendataan bangunan dicatat tahun dibangun 
bangunan tersebut. 
b. Penilaian individu 
Penilaian individual dilaksanakan secara individu objek 
pajak. Objek pajak yang dinilai secara individual adalah 
objek pajak yang bernilai tinggi dan kompleks seperti mall, 
menara, hotel, lapangan golf, pelabuhan laut, bandara dan 
lain-lain. 
Untuk tanah dinilai dengan pendekatan data pasar 
sedangkan bangunan dinilai dengan menggunakan 
pendekatan biaya. 
Hasil penilaian tersebut dilaksakan: 
a) Konversi nilai jual objek pajak. 
Nilai jual per meter persegi yang diperoleh, dikonversi 
kedalam klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak 
sebagai dasar pengenaan PBB berdasarkan SK Menkeu 
tanggal 23-2-1993 lampiran I dan II nilai jual bangunan 
per meter persegi yang diperoleh, dikonversi kedalam 
klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan 
PBB berdasarkan Kep. Menkeu no 174/KHK 04/1993 
tentang klasifikasi bangunan. 
b) Penyusunan konsep lampiran SK tentang besarnya 
klasifikasi. 
Berdasarkan pekerjaan penilaian di lapangan maka 
disusun konsep : 
a. Klasifikasi dan besarnya NJOP per desa/kelurahan 
setiap kabupaten/kota 
b. Daftar biaya komponen bangunan per kabupaten/kota 
c. Klasifikasi dan besarnya NJOP bumi dan bangunan 
dengan nilai individudisusun per desa/kelurahan dan 
memuat per objek pajak. 
 
2.3.4  Pemeliharaan Basis Data 
 
Pemeliharaan basis data dilaksanakan atas basis data yang telah dibentuk 
karena adanya perubahan. Hal ini dilaksanakan agar data yang ada di File 
komputer tetap up to date. Pemeliharaan basis data merupakan bagian dari 
pelayanan kepada WP, Dengan  memberikan pelayanan yang baik dan cepat 
dapat memberikan kepercayaan kepada WP, sehingga dapat melunasi PBB ke 
tempat pembayaran yang telah ditentukan. Pemeliharaan basis data 
dilaksanakan dengan cara: 
a. Pemeliharaan basis data secara pasif 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun pajak yang sedang berjalan, 
digunakan untuk ketetapan tahun berjalan dan/atau tahun pajak yang 
akan datang. Pemeliharahan basis data dapat dilakukan baik secara 
sebagian maupun sekelompok karena permohonan/ pengajuan laporan 
dari wajib pajak dan/atau laporan pejabat instansi terkait. 
b. Pemeliharaan basis data secara kolektif 
Wilayah yang kurang potensial dan letaknya jauh dari kedudukan kantor 
pajak, pemeliharaan basis data dapat dilakukan secara kolektif melalui 
kepala desa/lurah. 
c. Pemeliharaan basis data secara aktif.  
Dilaksanakan untuk tahun berjalan digunakan untuk tahun pajak yang 
akan datang yang pada umumnya secara massal yang telah disusun 
oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Pemda. 
d. Pemeliharaan basis data untuk penyempurnaan ZNT dan NIR. 
Penyempurnaan NIR dan kode ZNT apabila berdasarkan hasil analisis 
terjadi perubahan dari yang telah ditentukan pada waktu pembentukan 
basis data. Sebelum dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu 
dikonfirmasikan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait. 
e. Pemeliharaan basis data obyek dan subjek pajak. 
Hal ini dilaksanakan apabila menurut perkiraan tingkat ketidakcocokan 
yang ada pada basis data dengan keadaan sebenarnya di lapangan 
dalam suatu wilayah administrasi tertentu mencapai minimal 20%, maka 
perlu diadakan pemeliharaan basis data melalui kegiatan verifikasi objek 
pajak. 
 
2.3.5   Hasil Keluaran/produksi SISMIOP 
Hasil keluaran SISMIOP adalah kebutuhan yang diperlukan dalam 
pengelolaan PBB antara lain : 
a. Produksi missal SPPT setiap awal tahun 
b. Cetak SPPT hasil pembetulan, keberatan, dan pengurangan. 
c. Cetak DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) per desa 
d. Cetak STTS (Surat Tanda Terima Setoran) 
e. Cetak SK Kakanwil tentang Klasifikasi NJOP  
f. Melihat peta Blok, peta ZNT 
g. Cetak daftar tunggakan. 
h. Cetak surat teguran/peringatan kepada wajib pajak 
i. Dan lain-lain yang menyangkut penagihan dan penerimaan PBB. 
 
 
 
 
 
 
BAB III   
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1  Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini dirancang untuk mengetahui penerapan SISMIOP terhadap 
peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). 
Apakah dengan pelaksanaan SISMIOP ini dapat meningkatkan pelayanan 
terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB di kota 
Makassar. 
 
3.2  Teknik Pengumpulan Data 
       Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah : 
1. Teknik wawancara, yaitu untuk mendapatkan data yang diinginkan 
dengan jalan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan 
penelitian ini, dengan wawancara ini diharapkan dapat mengetahui  
sejauh mana SISMIOP ini telah berjalan di Makassar. 
2. Teknik observasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang 
cukup efektif untuk mempelajari suatu system, observasi adalah 
pengamatan langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui kegiatan 
yang dilakukan. 
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
pemeriksaan dokumen-dokumen terkait penelitian yang dilakukan. 
 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
 
 Jenis data yang digunakan : 
A. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan 
dengan melalui observasi dan penelitian lapangan mengenai segala 
kegiatan Dispenda berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu SISMIOP 
B. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan Instansi 
Instansi atau sumber lain yang erat hubungannya dengan masalah yang 
akan diteliti. 
 
 
 
3.4 Metode Analisis 
 
       Metode analisis yang digunakan dalam rangka untuk memecahkan masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Deskriptif  
bagaimana penerapan SISMIOP yang dilaksanakan di Makassar. Selain itu juga 
untuk mengetahui bagaimana peningkatan pelayanan yang dilihat dari realisasi 
penerimaan digunakan rumus sebagai berikut : 
Analisis Collection Rate  
Membandingkan realisasi penerimaan  dengan rencana penerimaan. 
Realisasi Penerimaan  x 100% 
Rencana peneimaan 
 
 
 
BAB IV   
HASIL PENELITIAN 
 
4.1   Gambaran umum kota Makassar 
       Kota Makassar  adalah kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan 
sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini terletak di pesisir barat 
daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar. Kota Makassar 
mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari 
arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat 
ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 
derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang 
bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. 
       Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan      
0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang 
bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan 
kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah 
perairan kurang lebih 100 Km.. 
       Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar kebanyakan 
dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, 
Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. 
 
 Gambar 4.1 
Peta kota Makassar          
 
Sumber BPS 
 
 
 
 
 
 
 Jumlah penduduk kota Makassar per kecamatan 
Tabel 4. Jumlah penduduk per kecamatan 
Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin (series tahun) 
No. 
Kecamatan 
2010 2011 
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 
1 10 MARISO 27 836 28 039 28 101 28 307 
2 20 MAMAJANG 28 811 30 187 29 085 30 474 
3 30 TAMALATE 84 474 86 404 85 279 87 227 
4 31 RAPPOCINI 73 377 77 714 74 077 78 454 
5 40 MAKASSAR 40 233 41 467 40 616 41 862 
6 50 UJUNG 12 684 14 220 12 805 14 355 
7 60 WAJO 14 279 15 080 14 415 15 223 
8 70 BONTOALA 26 432 27 765 26 684 28 030 
9 80 UJUNG 23 380 23 308 23 603 23 530 
10 90 TALLO 67 247 67 047 67 888 67 686 
11 100 PANAKKUKANG 69 996 71 386 70 663 72 066 
12 101 MANGGALA 58 451 58 624 59 008 59 183 
13 110 BIRINGKANAYA 83 203 84 538 83 996 85 344 
14 111 TAMALANREA 50 976 52 216 51 462 52 713 
Jumlah 661 379 677 995 667 681 684 455 
Sumber  
: 
2011 (Kota Makassar Dalam Angka 2012) 
  
 
 
2010 (Kota Makassar Dalam Angka 2011)  
  
 
Sumber BPS 
 
 
 4.2   Gambaran umum Dispenda Makassar 
V I S I 
PRIMA DALAM PELAYANAN UNGGUL DALAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 
Prima Dalam pelayanan : 
       Sebagai Lembaga Teknis Pendapatan Daerah dalam menentukan kebijakan 
meliputi perencanaan, penagihan, penelitian, pembukuan, penyuluhan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pendapatan mengutamakan kualitas 
pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau kepuasan total 
masyarakat dengan penerapan sendi-sendi pelayanan yang prima seperti 
kesederhanaan prosedur atau tata cara pelayanan, kejelasan dan kepastian, 
keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan 
ketepatan waktu. 
Unggul dalam Pengelolaan : 
       Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas pendapatan Kota 
Makassar mengedepankan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dengan 
kualitas layanan prima. 
M I S I 
       Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan 
(2009-2014) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta 
ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan 
proporsional, maka misi Dinas Pendapatan Kota Makassar adalah : 
    
1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal 
    
2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD 
    
3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan 
    
4. Menyusun dan melakukan perubahan kembali peraturan daerah 
    
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah 
    
6. Meningkatkan kemampuan SDM 
    
7. Melakukan evaluasi secara berkala 
    
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
    
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan agar terbina 
kesadaran wajib pajak/wajib retribusi. 
  
Tugas Pokok dan Fungsi 
Merumuskan, membina mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir 
kebijakan bidang pendapatan daerah  
Fungsi : 
    
1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan 
serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 
    
2. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan 
pendapatan daerah; 
    
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 
pendataan, penetapan, keberatan dan penagihan serta pembukuan pajak 
hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan batuan galian 
golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya; 
    
4. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 
bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi; 
    
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
    
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas 
    
7. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3   Penerapan SISMIOP di Kota Makassar 
 
 
UPTD PBB memiliki beberapa bagian yang memiliki tugasnya masing-masing 
yaitu: 
1. Bagian Pelayanan,  bertugas melayanani pembayaran PBB, penyerahan 
berkas pengajuan keberatan, pengurangan dan balik nama. 
2. Bagian pendataan dan penilaian (Pedanil), bertugas untuk melakukan 
pendataan dan penilaian Objek PBB 
3. Bagian keberataan, bertugas mengurus wajib pajak yang merasa jika 
NJOP yang tertera tidak sesuai dengan keadan yang sebesarnya (dilihat 
dari luas wilayah hingga nilai bangunannya) 
4. Bagian Pengurangan,  
5. Bagian pengolahan data dan informasi (PDI), bagian ini memiliki fungsi 
melakukan perubahan data computer, pencetakan SPPT 
 
Gambar 4.3 Alur pelayanan PBB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1  Pemuktahiran Basis Data 
        
       Kota Makassar sejak ditangani oleh KPP Pratama Makassar Barat, semua 
kelurahan telah berbasis data SISMIOP PBB namun demikian basis data 
tersebut selalu melakukan pemuktakhiran basis data 
Pendataan dan 
penilaian 
pengurangan 
  Keberatan 
Pelayanan Pengolahan data 
dan Informasi 
       Pemuktahiran data dapat dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendapatan 
daerah secara aktif melalui perencanaan untuk daerah-daerah yang banyak 
terjadi perubahan- perubahan, utamanya bangunan, tanah kosong yang 
kemudian dibuat bangunan diatasnya  atau bangunan lama yang melakukan 
renovasi dan lain-lain. 
       Pemuktahiran data juga dapat terjadi karena permohonan dari wajib pajak 
antara lain keberatan, balik nama, pemecahan objek pajak dan pembatalan 
SPPT. 
Gambar pengolahan data SISMIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Penerbitan SPPT PBB 
       Dalam peraturan walikota Makassar  No 50 tahun 2012 tentang tata cara 
pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pasal 9 
menyebutkan bahwa : 
1) SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh walikota atau 
pejabat yang ditunjuk 
Dokumen 
SPOP 
 
Dokumen 
LSPOP 
Data OP 
Bumi 
NJOP 
Bumi 
Data 
ZNT-NIR 
NJOP 
Bangunan 
Data OP 
Bangunan 
Data 
DBKB 
Penilaian 
Massal 
2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi 
3) SPPT dapat diterbitkan melalui 
a) Pencetakan Massal 
b) Pertetapan dalam rangka 
1) Pembuatan salinan SPPT PBB 
2) Penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atau 
keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan 
3) Tindak lanjut pendaftaran obyek pajak baru 
4) Mutasi objek dan/ subjek pajak PBB 
Contoh Blanko Penerbitan/pemecahan/Balik nama PBB dapat dilihat pada 
lampiran 6 
 4.3.3 Percetakan Massal 
       Sebelum melakukan pencetakan massal maka diadakan validasi / 
pemuktakhiran data agar SPPT yang akan dicetak sudah sesuai dengan data 
terakhir, disamping itu ditetapkan jatuh tempo pembayaran pada SPPT tersebut, 
untuk tahun 2013 dan  2014 jatuh tempo pada tanggal 30 September 
       Sejak PBB ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai pajak daerah, 
data cetak massal sebagai berikut 
 
 
Tabel 4.2  Rincian Jumlah SPPT dan Pokok PBB per Kecamatan tahun 2013                                                  
No Kecamatan 
Jumlah Jumlah 
Pokok (Rp) 
Kelurahan SPPT 
1 Mariso 9 8592 3.355.001.697 
2 Mamajang 13 9390 3.532.496.155 
3 Tamalate 10 39123 12.767.762.933 
4 Makassar 14 11866 4.234.354.728 
5 
Ujung 
Pandang 10 7401 8.606.408.559 
6 Wajo 8 12286 5.942.451.089 
7 Bontoala 12 8853 2.557.985.280 
8 Ujung Tanah 12 7919 906.252.733 
9 Tallo 15 18947 4.393.122.907 
10 Panakkukang 11 30436 16.259.218.836 
11 Biringkanaya 7 61114 12.098.282.730 
12 Rappocini 10 32750 10.372.559.156 
13 Manggala 6 41011 5.314.808.147 
14 Tamalanrea 6 33673 14.899.341.999 
Jumlah 143 323361 105.240.046.949 
Sumber  Dispenda kota Makassar 
Tabel  4.3 Rincian Jumlah SPPT dan Pokok PBB per Kecamatan tahun 2014 
No Kecamatan 
Jumlah Jumlah 
Pokok 
Kelurahan SPPT 
1 Mariso 9 8594 3.470.946.508 
2 Mamajang 13 9393 3.605.875.991 
3 Tamalate 10 39143 15.416.972.048 
4 Makassar 14 11868 4.331.154.553 
5 
Ujung 
Pandang 10 7389 9.666.372.372 
6 Wajo 8 12526 6.678.365.809 
7 Bontoala 12 8861 2.614.427.347 
8 Ujung Tanah 12 7894 901.224.186 
9 Tallo 15 19963 4.523.648.882 
10 Panakkukang 11 30461 19.472.925.833 
11 Biringkanaya 7 61168 13.880.997.345 
12 Rappocini 10 32691 11.536.735.975 
13 Manggala 6 41042 5.279.273.875 
14 Tamalanrea 6 33728 17.351.443.710 
Jumlah 143 324721 118.730.364.434 
 
       Berdasarkan data pada tabel diatas untuk tahun 2013 jumlah wajib pajak 
sebesar 323.361 dan pokok pajak sebesar Rp 105.240.046.949 
Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak meningkat menjadi 324.721 wajib pajak dan 
pokok pajak sebesar Rp 118.730.364.434 
       Pencetakan Massal dimulai awal tahun pajak dan diusahakan selesai 
secepatnya agar SPPT  tersebut dapat disampaikan ke wajib pajak tepat waktu. 
 
4.3.4 Penyerahan SPPT 
      SPPT dan DHKP yang telah dicetak, dirobek/disusun, dibundel per desa, 
kemudian dibuat berita acara untuk diserahkan ke camat dan lurah. Penyerahan 
SPPT dan DHKP dari Walikota ke camat dan lurah dalam suatu rapat akbar yang 
dihadiri oleh semua camat dan lurah serta instansi yang terkait, untuk tahun 2013 
dilaksanakan pada awal bulan Maret 2013, Untuk tahun 2014 dilaksanakan pada 
awal bulan Maret 2014. 
       Pada hari itu juga SPPT dan DHKP diserahkan dari camat ke lurah masing-
masing. SPPT yang disampaikan melalui Lurah disampaikan ke wajib pajak oleh 
petugas yang telah ditunjuk oleh Lurah.  
       Penyampaian SPPT ke wajib pajak sangat menentukan keberhasilan 
penerimaan PBB. Wajib pajak yang terlambat menerima SPPT dapat 
mengajukan keberatan atas jatuh tempo dalam SPPT tersebut, karena sesuai 
dengan ketentuan jatuh tempo adalah enam bulan setelah diterimanya SPPT. 
Gambar 4.4 Contoh SPPT  
            
       Gambar diatas merupakan contoh SPPT yang diberikan untuk wajib pajak, 
dalam SPPT terlampir NOP, nama wajib pajak, alamat objek pajak, luas dan 
jumlah yang harus dibayar. NOP terdiri dari 18 digit angka, dua digit awal 
merupakan Provinsi, dua angka selanjutnya adalah Kotamadya, tiga angka 
berikutnya adalah kecamatan 
4.3.5 Pelayanan ke wajib Pajak 
       Tempat pelayanan dan alur pelayanan 
Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemda : 
a) Permohonan Mutasi 
b) Salinan SPPT 
c) Pengurangan atau penghapusan denda pembetulan dan 
pembatalan SPPT 
d) Peninjauan kembali jatuh tempo 
e) Kompensasi dan Restitusi 
f) Pengurangan 
g) Keberatan 
      Dari semua jenis pelayanan ini peneliti akan menjelaskan sebagai berikut 
a. Pelayanan keberatan 
Keberatan PBB dapat diajukan atas SPPT dalam hal 
a) Wajib pajak berpendapat bahwa luas wajib pajak bumi bangunan 
atau NJOP bumi dan bangunan tidak sebagaimana mestinya 
b) Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB 
       Keberatan diajukan secara tertulis, langsung kepada kepala Dinas. 
Keberatan diajukan dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya SPPT tahun 
berjalan 
       Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses 
surat keberatan adalah : 
a) Tanggal terima surat keberatan yang diterima secara langsung oleh 
wajip pajak atau kepada petugas pelayanan 
b) Tanggal tanda pengiriman surat keberatan disampaikan melalui pos 
dengan bukti pengiriman pos. 
       Surat pengajuan keberatan diteliti kelengkapannya oleh petugas pelayanan, 
jika tidak memenuhi syarat dianggap bukan keberatan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan. 
       Keberatan yang telah memenuhi persyaratan diproses di PDI untuk 
diterbitkan surat keputusan. Contoh Surat pengajuan keberatan yang harus diidi 
oleh wajib pajak ada pada lampiran 7 
   
b. Pelayanan pengurangan PBB 
Pengurangan PBB dapat diberikan ke wajib Pajak karena 
a) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan 
subjek pajak 
b) Karena sebab-sebab tertentu seperti bencana Alam 
c) Kondisi wajib pajak yang tidak mampu membayar PBB yang 
sangat tinggi antara lain anggota veteran, pensiunan yang tidak 
memiliki penghasilan lain, masyarakat yang tidak mampu tapi 
PBB-nya tinggi 
d) Wajib pajak badan yang mengalami  kerugian, dan kesulitan 
likuidasi, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban 
       Apabila objek pajak karena bencana Alam maka pemberian pengurangan 
dapat diberikan 100% (seratus persen) 
       Wajib pajak yang berbentuk badan hukum yang mengalami kerugian atau 
likuiditas keuangan dengan batasan 200 juta rupiah dapat diberikan 
pengurangan dengan pertimbangan Kepala Dinas. 
       Setelah surat permohonan pengurangan diteliti ditempat pelayanan, berkas 
yang memenuhi syarat dikirim ke bagian terkait, kemudian di serahkan ke PDI 
untuk diterbitkan Surat Keputusan. 
c. Pembetulan dan pembatalan SPPT, penghapusan sanksi administrasi      
Pasal 19 perda walikota no 50 tahun 2012 menjelaskan bahwa: 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib 
pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB 
yang dikenakan karena kekhilafan, selain itu pejabat yang ditunjuk juga dapat 
melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, PBB atau STPD PBB 
yang tidak benar. Contoh surat permohonan pengurangan ada pada lampiran 7 
d. Pendaftaran Objek Pajak Baru 
       Subjek pajak atau wajib pajak tersebut mengajukan permohonan bersama 
kelengkapan data yang diperlukan ditempat pelayanan kantor Dispenda Kota 
Makassar. Apabila semua persyaratan telah lengkap maka akan diproses 
dibagian pendataan dan pengolahan data dan informasi untuk dibuat surat 
keputusan.  
e. Penerbitan Salinan SPPT 
Apabila ada wajib pajak yang belum menerima SPPT , dan meminta salinan 
SPPT, maka kantor Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan salinan 
dengan syarat-syarat: 
a. Surat permohonan 
b. Surat pengantar dari kelurahan 
c. Tanda bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya 
d. Tanda identitas diri (SIM,KTP) 
e. Surat kuasa (Apabila dikuasakan) 
         Apabila ada wajib pajak merasa SPPT terlambat diterima dan meminta 
agar jatuh temponya dirubah sesuai tanggal diterimanya SPPT tersebut maka 
wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali jatuh tempo ke 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan melengkapi persyaratan: 
a) SPPT yang telah diterima yang dilengkapi dengan tanda bukti 
penerimaan 
b) Photocopy identitas (KTP, SIM) 
c) Surat kuasa (apabila dikuasakan) 
f. Restitusi dan Kompensasi 
       Restitusi adalah pembayaran kembali kelebihan pembayaran wajib pajak, 
Kompensasi merupakan perhitungan kelebihan bayar pada pajak tahun 
berikutnya. 
       Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi dengan 
syarat – syarat sebagai berikut: 
a) STTS asli dan photocopy  
b) Bukti lunas PBB dan tahun sebelumnya 
c) Nomor rekening atas nama wajib pajak 
       Sekalipun ada ketentuan tentang restitusi namun hendaknya diarahkan agar 
wajib pajak memanfaatkan kompensasi.untuk tahun 2013 wajib pajak yang 
mengajukan kompensasi adalah 9 (Sembilan) orang 
Tabel 4.4  Penyelesaian permohonan pelayanan PBB 
No Jenis pelayanan 
Jumlah 
masuk 
Jumlah 
selesai 
Keterangan 
1 Keberatan 135 135  
2 Pengurangan 344 344  
3 Pembetulan SPPT, 
Penghapusan, pembetulan 
denda 
117 117 Pembetulan 
SPPT 
4 Permohonan mutasi 387 387  
5 Penentuan kembali jatuh 
tempo 
- -  
6 Salinan SPPT 129 129  
7 Restibusi/kompensasi 9 9  
 
4.4 Penagihan PBB 
 
       Seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa PBB adalah jenis pajak yang 
mempunyai objek pajak sangat banyak untuk itu perlu ada upaya maksimal agar 
penerimaan dapat berhasil dengan baik 
       Menurut peraturan daerah No. 50 tahun 2012 pasal 37 ayat (2) bahwa 
walikota menunjuk Dinas Pendapatan/UPTD-PBB untuk penagihan PBB.Dinas 
Pendapatan berwenang menerbitkan : 
a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus 
c. Surat paksa 
d. Surat perintah melaksanakan penyitaan surat perintah penyanderaan 
e. Surat pencabutan sita 
f. Pengumuman lelang 
g. Surat penentuan harga limit 
h. Pembatalan lelang 
i. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak (pasal 
37 ayat 3) 
       Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, 
apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan jatuh 
tempo. 
       Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebelum 
penerbitan surat paksa. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
Surat Paksa diterbitkan apabila: 
a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis 
b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus 
c. Penanggung pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetejuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak 
 
Tata cara pembayaran 
Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh 
wajib pajak 
       Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Pajak 
Daerah oleh wajib pajak 
       Apabila pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran, tidak 
dibayar, atau kurang dibayar dikarenakan denda administratif sebesar 2% (dua 
persen) sebulan yang terhitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
Tempat pembayaran : 
a) Bank atau tempat lain yang ditunjuk 
b) Melalui petugas pemungut 
 
 
Bank – Bank yang ditunjuk untuk pembayaran PBB: 
1. Bank Sulselbar Ratulangi 
2. Bank Sulselbar Daya 
3. Bank Sulselbar Antang 
4. Bank Sulselbar Diknas Provinsi 
5. Bank Sulselbar DPRD Provinsi 
6. Bank SulselbarTalasalapang 
7. Bank Sulselbar Maccini 
8. Bank Sulselbar RS Haji 
9. Bank Sulselbar IPDN 
10. Bank Sulselbar Labuang Baji 
11. Bank Sulselbar Dispenda 
12. Bank Negara Indonesia (BNI) Sudirman 
13. BNI 1946 Matoangin 
14. BNI BTP 
15. BNI Kajoalalido 
16. BNI Antang 
        Jika wajib pajak membayar dengan cek atau giro bank, baru dianggap sah 
apabila telah dilakukan kliring, bank yang ditunjung oleh walikota berkewajiban 
memberikan atau mengirimkan bukti penerimaan (STTS) ke wajib pajak, wajib 
pajak yang membayar ke tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota, 
menerima bukti pembayaran atau STTS. 
       Apabila wajib pajak membayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk oleh 
walikota, maka petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB dari 
wajib pajak menyetorkan ke bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
walikota pad hari yang sama. 
Wajib pajak menerima bukti pembayaran sah/STTS dari tempat pembayaran 
melalui petugas pemungut 
 
 
 
 
      Realisasi penerimaan PBB kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabel 4.6  Realisasi penerimaan PBB disbanding dengan rencana penerimaan kota 
Makassar 
Tahun Rencana Realisasi %  
1 2 3 4  
2012 75.207829.846 82.939.194.754 110.28  
2013 77.837.689.000 88.493.109.991 113,69  
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Bagan Sistem Pelaksanaan SISMIOP di Dispenda kota Makassar 
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 4. Analisis hasil penelitian 
a. Pelayanan ke wajib pajak 
       semua jenis pelayanan ke wajib pajak dipusatkan ke tempat pelayanan 
petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas yang diperlukan, diberi 
perkiraan penyelesaian permohonan tersebut. Data diperoleh bahwa semua 
permohonan pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu, atau lebih cepat. Tahun 
2013 semua permohonan telah selesai, dari sampling 50 (lima puluh) wajib pajak 
yang mengajukan permhonan pengurangan/keberatan. Rata-rata dapat 
diselesaikan 15-25 hari tergantung dari kasus yang diajukan jika memerlukan 
peninjauan lapangan tentu memerlukan waktu yang lebih lama berdasarkan hal 
tersebut peneliti berpendapat bahwa penerapan system manajemen Objek pajak 
merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan ke wajib pajak, SISMIOP 
didukung sistem komputerisasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 
cepat.    
b. Realisasi penerimaan 
       Data hasil penelitian tentang realisasi penerimaan, setiap tahun dapat 
mencapai/ melampaui rencana yang telah ditentukan. Setiap tahun terjadi 
peningkatan penerimaan disbanding tahun sebelumnya 
Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar..% 
Penerapan SISMIOP di kota Makassar, didukung dengan adanya Perda No 50 
tahun 2012, sangat mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaan di kota 
Makassar, hal ini disebakan karena kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang 
diberikan sehingga dengan suka rela membayar ke tempat pembayaran yang 
telah ditentukan. 
       Wajib pajak yang belum melunasi pajak terhutang setelah lewat jatuh tempo, 
diberikan surat peringatan atau teguran, bagi penunggak pajak utamanya wajib 
pajak yang pokok pajaknya besar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Penerapan SISMIOP merupakan sarana untuk peningkatan pelayanan ke 
wajib pajak SISMIOP harus didukung dengan peralatan baik dan tenaga 
terdidik dan disiplin 
b. Penerapan SISMIOP di kota Makassar meningkatkan penerimaan PBB 
setiap tahun. Peningkatan penerimaan karena tingkat pelayanan yang 
baik, dan diikuti dengan kegiatan penagihan secara terus menerus 
c. Karena pengelolaan PBB baru ditangani sejak tahun 2013, maka data 
yang diteliti hanya sejak ditandatangani oleh Pemda 
5.2 Saran-saran 
a.  Memperbanyak tempat-tempat pembayaran/ bank-bank yang ditunjuk 
untuk menerima pembayaran PBB 
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